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ABSTRAKSI

PERANAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM SISTEM PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN
2003 TENTANG ADVOKAT
(Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan)

OLEH
ANGGUN RIZAL PRIBADI
NPM : 04 840 0163
BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan skripsi ini dilatar belakang oleh peranan dan fungsi advokat
dalam suatu sistem penegakan hukum di Indonesia, dimana dengan adanya peranan
advokat maka selain memfungsikan hak-hak tersangka juga memberikan suatu
konstribusi untuk tercapai keadilan. Tetapi meskipun demikian terkadang ditemukan
pada kasus-kasus tertentu keberadaan advokat dalam peran dan fungsinya tidak
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Metode penelitian yang dilakukan adalah juridis normatif. Artinya
pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti
Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.. Untuk mendukung metode
penelitian tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian
lapangan pada LBH Medan.

Dari hasil penelitian maka diketahui peranan dan fungsi advokat dalam
sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003
kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh keberadaan Undang-Undang No.
18 Tahun 2003, hal disebabkan adanya konteks hukum yang menjelaskan advokat
kurang memberikan pelayanan yang terbaik kepada klientnya, adanya keinginan
advokat untuk bermain mata dengan apartur penegak hukum lainnya. Tetapi
meskipun demikian masih banyak advokat lain yang melakukan peran dan fungsinya
penuh idealisme. Kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi
penegakan hukum di Indonesia adalah: kurang dipahaminya tugas mulia oleh
beberapa advokat dalam menangani dan mendampinginya klientnya sehingga
advokat akan dapat berbuat maksimal apabila mendapatkan bayaran yang sesuai.
Kasus-kasus terutama terjadi pada klient yang tidak mampu membayar jasa advokat
dan kurangnya implementasi kode etik advokat sebagai payung hukum bagi advokat
dalam menjalankan profesinya. Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleb
advokat oleh pihak-pihak tertentu.

Skripsi ini juag menyarankan hendaknya penegakan hukum khususnva kode
etik profesi advokat dapat ditegakkan lebth baik lagi khususnya dalam
memfungsikan keberadaan seorang advokat dalam mewakili klientnya dan
menciptakan kepastian hukum yang bersih dari kolusi.
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1. Peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut
Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 adalah sebagai pembela dari seorang
terdakwa khususnya dalam beracara di pengadilan.

3. Kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di
Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia advokat dalam memfungsikan

dirinya sebagai pembela.

E. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :
1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam hal peranan
dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak—pihak yang berkepentingan tentang peranan

dan fungsi advokat.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama,
karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh
karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan

menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

UNIVERSITASHAPHARGIRAG penelitian yang dilakukan adalah:
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1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).
Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka
penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan
dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah
maupun mass media dan perundang-undangan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research).
Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis
dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada

Lembaga Bantuan Hukum Jalan Hindu Medan.

G. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan
Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa,
Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika penulisan.
BABIl. TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT
Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Sejarah Pembentukan
Advokat di Indonesia, Istilah Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum,
Pengangkatan Advokat serta Advokat Sebagai Penegak Hukum.
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

UNIVERSITAS MERAR R#h:yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian Penegakan
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BAB 11

TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT

A. Sejarah Pembentukan Advokat di Indonesia

Bantuan hukum pada masyarakat barat telah dilakukan sejak zaman Romawi.
Di zaman itu bantuan hukum masuk ke dalam bidang moral yang dianggap sebagai
suatu pekerjaan yang mulia untuk menolong orang tanpa mengharapkan menerima
imbalan apapun.

“Sesudah revolusi Prancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan
hukum yang ditekankan pada hak sama bagi warga-warga masyarakat untuk
mempertahankan kepentingannya di pengadilan. Bantuan hukum sampai awal abad ke
20, lebih banyak dianggap sebagai bantuan dalam segala hal ekonomi, sosial, agama
dan adat”.’

Secara formal bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan
Belanda, hal ini bermula pada Tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar
dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi maka dengan forman Raja
tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, perundang-undangan baru di Negeri belanda tersebut
juga diberlakukan buat Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain
peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (reglement op de

regchterijke organisatie en het beleid der justitie) atau yang lazim di disingkat dengan

UNIVE RSITXépF)I Sy3utp fepggriar limu Hukum, Balai Pustaka, Bandung, 1998, him. 212.
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, pemerintah menetapkan bahwa untuk
hukum pidana diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada
tanggal 8 Maret 1942 yang juga berarti bahwa untuk hukum pidana berlaku wetboek
van strafrecht voor Nederlands Indie yang belum diubah oleg tentara pendudukan
Jepang. Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 berdasarkan Pasal 2 Aturan
peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “segala badan negara dan
peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut

Undang-Undang Dasar ini”.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, mulai berlaku
pada tanggal 9 Mei 1950 mengatur tentang Susunan Kekuasaan dan jalannya
pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Pasal 42 memberikan istilah pemberian
bantuan hukum dengan kata-kata pembela.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1950, Mahkamah Agung memiliki
kekuasaan untuk melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan dan para
hakim di pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung terhadap para
pemberi bantuan hukum atau para advokat/pengacara dan notaris. Tentang
pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 133 yang berbunyi “pengawasan tertinggi atas

para notaris dan para pengacara dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

3. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951

UNIVERSIT}{g%%HIQ%ﬂ% Aini mengatur tentang tindakan-tindakan sementara untuk
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menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Undang-
Undang Darurat ini menentukan kembali berlakunya “Herziena Inlandsch Reglement”
(Stb. 1941 Nomor 44) dalam negara RI yang pada waktu itu dipakai sebagai pedoman
dalam hukum acara pidana sipil.

Profesi advokat yang dikenal sebagai profesi yang mulia (officium nobile)
seakan-akan sedang hangat dibicarakan di Indonesia. Hampir setiap orang yang
menghadapi suatu masalah di bidang hukum di era reformasi ini cenderung
menggunakan jasa advokat. Terlebih lagi dalam rangka perdagangan bebas (free trade
area), keberadaan advokat sangat dibutuhkan.

Istilah dan pengertian advokat sebagai profesi hukum dalam sejarah dikenal
dengan istilah advokat dan procureur di negeri Belanda. Profesi advokat bukanlah
merupakan pekerjaan keterampilan (vocation), tetapi lebih merupakan profesi
(beroef). Profesi advokat tidak sekedar mencari nafkah semata karena di dalamnya
terdapat ada idealisme yang sangat dijunjung tinggi.

Pemberian bantuan hukum sejak zaman kemerdekaam tetap dilakukan oleh
advokat dan procureur. Pemberian bantuan hukum tentunya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang ada khususnya dalam HIR yang masih berlaku berdasarkan
Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja pemberian bantuan
hukum waktu itu belum terorganisir dengan baik, dalam arti belum dalam bentuk suatu
lembaga khusus untuk itu. Pada waktu itu memang dikenal adanya para advokat yang

pada zaman pemerintahan Belanda banyak masuk kancah perjuangan pemuda

UNIWﬁgf?XSyle%m%Xm cita-cita agar terwujudnya Indonesia merdeka bersama-
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C. Pengangkatan Advokat
Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menjelaskan pengangkatan
advokat :

(1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang
pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi
advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

(2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.

(3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Mahkamah agung dan Menteri.

Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

1. Warga negara Republik Indonesia.

2. Bertempat tinggal di Indonesia.

3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.

5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.

6. Lulus yjian yang diadakan oleh organisasi advokat.

7. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat.

8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih.

9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang
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perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil belaka,
sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan
kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam
peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang
seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan
materiil. Kewajiban demikian beriaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata.
Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan
keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan
dua sisi dari mata uang yang sama.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang
hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum.
Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis,
sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi
yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap
hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara pararel
dan bersilang. Karena itu secara akademis, Hak Asasi manusia mestinya diimbangi
dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak
asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul
dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang

diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti

umv‘Eﬁkﬁ"mefﬁmm dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia
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hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak
hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum,
jaksa hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur
terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya
yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya
pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen
penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana
pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.

2. Budaya kerja ytang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan
aparatnya, dan

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang
mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya
maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga
aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri
secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun, selain ketiga faktor diatas, keluhan berkenaan dengan Kkinerja

penegakan hukum di negra kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang

UNﬁEﬁsﬂngyﬁlgﬁﬂ’N IXEE AUpaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari
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keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upata
menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatr indonesia. Hukum
tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atan belummencerminkan perasaan
atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin
menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang
tidak sesuai lai dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja
berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau
pembuatan hukum baru.
Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang
seksama, yaitu:
1. Pembuatan hukum (‘the legislation of law atau Law and rule making),
2. Sosialisasi, pcnyebarlgasan dan bahkan pembudayaan hukum ( socialization and
promulgation of law) dan
3. Penegakan hukum (the enforcement of law).
4. Administrasi hukum (the administration of law) yang efektif dan efisien yang
dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable).
Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat
disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga
agenda tersebut diatas. Dalam arti luas, The administration of law itu mencakup
pengertian pelaksanaan hukum (rules executing) dan tata administrasi hukum itu

sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem

unidoRepeRes iR\ peplikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah
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netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami
konflik, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa.

Seiring dengan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, masyarakat yang
tertindas oleh hukum bergerak mencari keadilan yang seharusnya mereka peroleh
sejak dahulu. Namun kadang usaha mereka dilakukan tidak melalui jalur hukum.
Misalnya penyerobotan tanah di Tapos dan di daerah-daerah persengketaan tanah yang
lain, konflik perburuhan yang mengakibatkan perusakan di sejumlah pabrik, dan
sebagainya.

Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat
penyelesaian konflik dirasakan perlunya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat
Indonesia, yang oleh karena euphoria “reformasi” menjadi tidak terkendali dan
cenderung menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri.

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem
peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi
kekuasaan, maupun perlindungan hukum . Diantara banyaknya permasalahan tersebut,
satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya
inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Inkonsistensi penegakan hukum ini
kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun lingkungan terdekatnya
yang lain (tetangga, teman, dan sebagainya). Namun inkonsistensi penegakan hukum
ini sering pula mereka temui dalam media elektronik maupun cetak, yang menyangkut

tokoh-tokoh masyarakat (pejabat, orang kaya, dan sebagainya).
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kasus korupsi proyek pemetaan dan pemotretan areal hutan antara Departemen Jdutamn
dan PT Mapindo Parama, Mohammad “Bob” Hasan . PN Jakpus menjatuhkan
hukuman dua tahun penjara potong masa tahanan dan menetapkan terpidana tetap
dalam status tahanan rumah. Putusan ini menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat,
karena untuk kasus korupsi yang merugikan negara puluhan milyar rupiah, Bob Hasan
yang sudah berstatus terpidana hanya dijatuhi hukuman tahanan rumah. Proses
pengadilan pun relatif berjalan dengan cepat. Demikian pula yang terjadi dengan kasus
Bank Bali, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), kasus Texmaco, dan kasus-
kasus korupsi milyaran rupiah lainnya.

Dibandingkan dengan kasus pencurian kecil, perampokan bersenjata, korupsi
yang merugikan negara “hanya” sekian puluh juta rupiah, putusan kasus Bob Hasan
sama sekali tidak sebanding. Masyarakat dengan mudah melihat bahwa kekayaanlah
yang menyebabkan Bob Hasan lolos dari hukuman penjara. Kemampuannya menyewa
pengacara tangguh dengan tarif mahal yang dapat mementahkan dakwaan kejaksaan,
hanya dimiliki oleh orang-orang dengan tingkat kekayaan tinggi.

Kita bisa membandingkan dengan kasus Tasiran yang memperjuangkan tanah
garapannya sejak tahun 1985 . Tasiran, seorang petani sederhana, yang terlibat konflik
tanah seluas 1000 meter persegi warisan ayahnya, dijatuhi hukuman kurungan tiga
bulan dengan masa percobaan enam bulan pada tanggal 2 April 1986, karena terbukti
mencangkuli tanah sengketa. Karena mengulang perbuatannya pada masa percobaan,

Tasiran kembali masuk penjara pada bulan Agustus 1986. Sekeluarnya dari penjara,

UNMM‘E%W%ER keadilan dengan mondar-mandir Bojonegoro-Jakarta lebih
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dari 100 kali dengan mendatangi Mahkamah Agung, Mabes Polri, Kejaksaan Agung,
Mabes Polri, DPR/MPR, Bina Graha, Istana Merdeka, dan sebagainya. Pada tahun

1996 ia kembali memperoleh keputusan yang mengalahkan dirinya.

2. Tingkat Jabatan Seseorang

Kasus Ancolgate berkaitan dengan studi banding ke luar negeri (Australia,
Jepang, dan Afrika Selatan) yang diikuti oleh sekitar 40 orang anggota DPRD DKI
Komisi D. Dalam studi banding tersebui anggota DPRD yang berangkat
memanfaatkan dua sumber keuangan yaitu SPJ anggaran yang diperoleh dari anggaran
DPRD DKI sebesar 5.2 milyar rupiah dan uang saku dari PT Pembangunan Jaya
Ancol sebesar 2,1 milyar rupiah. Dalam kasus ini, sembilan orang staf Bapedal dan
Sekwilda dikenai tindakan administratif, semenara Kepala Bapedal DKI Bambang
Sungkono dan Kepala Dinas Tata Kota DKI Ahmadin Ahmad tidak dikenai tindakan
apapun.

Dalam kasus ini, terlihat penyelesaian masalah dilakukan segera setelah media
cetak dan elektronik menemukan ketidakberesan dalam masalah pendanaan studi
banding tersebut. Penyelesaian secara administratif ini seakan dilakukan agar dapat
mencegah tindakan hukum yang mungkin bisa dilakukan. Rasa ketidakadilan
masyarakat terusik tatkala sanksi ini hanya dikenakan pada pegawai rendahan. Pihak
kejaksaan pun terkesan mengulur-ulur janji untuk mengusut kasus ini sampai ke

pejabat tertinggi di DKI, yaitu Gubernur Sutiyoso, yang sebagai komisaris PT
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Pembangunan Jaya Ancol ikut bertanggungjawab. Sampai makalah ini dibuat, janji

untuk menyidik pejabat-pejabat DKI ini belum terlaksana.

3. Nepotisme

Terdakwa Letda (Inf) Agus Isrok, anak mantan Kepala Staf Angkatan Darat
(KASAD), Jendral (TNI) Subagyo HS, diperingan hukumannya oleh mahkamah
militer dari empat tahun penjara menjadi dua tahun penjara . Disamping itu, terdakwa
juga dikembalikan ke kesatuannya selama dua minggu sambil menunggu dan berpikir
terhadap vonis mahkamah militer tinggi. Putusan im terasa tidak adil dibandingkan
dengan vonis-vonis kasus narkoba lainnya yang terjadi di Indonesia yang didasarkan
atas pelaksanaan UU Psikotropika. Disamping itu, proses pengadilan ini juga
memperlihatkan eksklusivitas hukum militer yang diterapkan pada kasus narkoba.

Tommy Soeharto, anak mantan presiden Soeharto, yang dihukum 18 bulan
penjara karena kasus manipulasi tukar gling tanah Bulog di Kelapa Gading dan
merugikan negara sebesar 96 milyar rupiah, sampai saat ini tidak berhasil ditangkap
dan dimasukkan ke LP Cipinang sesuai perintah pengadilan setelah permohonan
grasinya ditolak oleh presiden.

Masyarakat melihat bagaimana pihak pengacara, kejaksaan, dan kepolisian
saling berkomentar melalui media cetak dan elektronik, namun sampai saat makalah
ini dibuat Tommy Socharto masih berkeliaran di udara bebas. Dua kasus ini

mengesankan adanya diskriminasi hukum bagi keluarga bekas pejabat.
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- Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penangkapan
dan atau penahanan, berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum advokat
(Pasal 38).

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diatur hak-hak tersangka dari

Pasal 50, 51, 52, 53, 60, 71, 72, 73, 74 yang berbunyi :

Pasal 50:

(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan
selanjutnya
dapat diajukan kepada penuntut umum.

(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut
umum.

(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51:

Untuk mempersiapkan pembelaan :

b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang
dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu
pemeriksaan dimulai;

c. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang
dimengerti
olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52: Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,
tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada
penyidik atau hakim.

Pasal 53:

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau
terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa
sebagaimana A
dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan

UNIVERSITAYRASAIEnAimaksud dalam Pasal 178.
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Pasal 60: Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerma
kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan
tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan
ataupun untuk usahamendapatkan bantuan hukum.

Pasal 71:

(1) Penasehat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan
dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas
lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.

(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat
(1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Pasal 72: “Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang
bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan
pembelaannya”.

Pasal 73: “Penschat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari
tersangka setiap kali dikehendaki olehnya”.

Pasal 74:

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dan tersangka
sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71
dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan
negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka
atau penasehat hukumnya serta pihak lain dalam proses.
Pengaturan bantuan hukum dalam KUHAP adalah merupakan penjabaran
lebih lanjut tentang hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU No. 14 Tahun 1970. Mengenai peraturan hak

untuk mendapatkan bantuan hukuin di dalam UU No. 8 Tahun 1981, diatur dalam

UNI\?&%'I”FX’S%%E%?\I&Z&MWE[ hak dari tersangka/terdakwidan penasehat hukum _lebih
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